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Salinan P U T U S A N

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Gugatan Penguasaan anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT,  tempat/tanggal  lahir  Tanjung  Karang/01  April  1984,  umur  39

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S2,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  tempat  kediaman  di  XXXX,  Kelurahan  XXXX,

Kecamatan  XXXX,  Kota  XXXX,  Provinsi  XXXX,  sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal  lahir  Nganjuk/20  Desember  1982,  umur  41

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan

XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  30 Januari 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 06 Februari 2024, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di

Pengadilan  Agama  Cibinong  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Agama

Cibinong Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 24 Juli 2017 yang telah
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berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 3284/AC/2017/PA.Cbn

tertanggal 04 September 2017;  

2. Bahwa dari  perkawinan tersebut  dikaruniai  1 (satu)  orang anak,  yang

bernama:  XXXX, lahir di Jakarta, 30 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan

Akta Kelahiran Nomor 13328/KLU/00-JU/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jakarta  Utara  tertanggal  11

September 2014;  

3. Bahwa  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor

XXX/Pdt.G/2017/PA.Cbn  tertanggal  24  Juli  2017  belum  ditetapkan

mengenai pengasuhan anak (hadhonah);  

4. Bahwa  gugatan  pengasuhan  anak  ini  diajukan  oleh  Penggugat  guna

mendapatkan hak asuh anak dengan alasan sebagai berikut:  

4.1.  Anak yang tersebut masih berada dibawah umur dan belum mumayyiz

dan  sangat  butuh  pengasuhan  dari  Penggugat  selaku  Ibu

Kandungnya dan saat  ini  anak tersebut  diasuh dan tinggal  dengan

Penggugat;  

4.2. Sejak  anak  tersebut  lahir  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

perhatian, tidak memberikan nafkah lahir  dan tidak pernah bertemu

dengan  anak  tersebut  bahkan  Tergugat  tidak  pernah  menanyakan

kabar anak tersebut;  

5. Bahwa anak  tersebut  masih  sangat  menginginkan  dan  membutuhkan

pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat  - Ibunya - terlebih juga anak

masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal

156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan

kepada  pihak  ibu.  Maka  dengan  ini  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar

terhadap anak yang bernama:  XXXX,  lahir  di  Jakarta,  30 Agustus  2014,

berada  di  bawah  pengasuhan  dan  pemeliharaan  (hadhonah)  Penggugat

sebagai Ibu kandungnya;  

6. Bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  hak  asuh  anak  ini  untuk

keperluan pembuatan paspor dan administrasi  lainnya yang berhubungan

dengan anak tersebut;  
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari  perkara

ini;   

      Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Bogor  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menetapkan  anak  yang  bernama:  XXXX,  lahir  di  Jakarta,  30

Agustus 2014; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah)

Penggugat  (PENGGUGAT)  sebagai  Ibu  kandungnya  dengan  tetap

memberikan  akses  kepada  Tergugat  selaku  ayah  kandungnya  untuk

bertemu dengan anak tersebut;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat

telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat

dan  menurut  relaas  panggilan  Nomor  180/Pdt.G/2024/PA.Bgr,  ternyata

dinyatakan  alamat  Tergugat  tidak  jelas  sehingga  Penggugat  tidak  dikenal

dialamat tersebut;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  maka  semua  yang

tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  perkara  ini  harus  dianggap  telah

termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan Penggugat  hadir  menghadap di  persidangan sedangkan Tergugat

tidak hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  tidak  hadir  di  persidangan

berdasarkan  berita  acara  relaas  panggilan  alamat  Tergugat  tidak  jelas
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sebagaimana  tertulis  dalam gugatan  sehingga  menyebabkan  Tergugat  tidak

dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan

jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut  jika kepada Tergugat telah

dilakukan  pemanggilan  dengan  resmi  dan  patut.  Maka  Majelis  Hakim

berpendapat alamat Tergugat  harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel)

oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang,  bahwa  gugatan  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat tidak  dapat  diterima  (Niet

ontvankelijke verklaard);  

2. Membebankan Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Bogor pada hari  Rabu tanggal  28 Februari  2024 Masehi  bertepatan

dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I.,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. Sangidin, S.H., M.H. Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 60.000,00

-  Panggilan : Rp 64.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp            10.000,00  

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah);

Salinan 

Nanang Patoni, S.H., M.H.
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